
 
 

 
 

 
 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
KABUPATEN KUDUS 

                           NOMOR 050/019/14.00/2019 

 
TENTANG 

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019 

 

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUDUS, 

 
Menimbang  : a. bahwa berdasarkan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan 
keadaan dalam tahun berjalan; 

 
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 sampai 
dengan triwulan II menunjukkan adanya perkembangan yang 
tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 

sehingga telah diubah melalui Peraturan Bupati Kudus Nomor 
25 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019; 

 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 

a, huruf b, perlu mengubah Rencana Kerja Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018; 

 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 
c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus tentang 
Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2019; 

 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah;  
 

 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 
 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33); 
 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 124) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 232); 
 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 
 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 
 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 
 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578 ); 
 

10. Peraturan Pemerintah nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 4593); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, 
Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 4663); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887); 

 
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

 
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

 
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013–2018 (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65); 
 
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99); 

 
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 

tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107); 
 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2005 -  2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11); 
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22. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 175); 

 

  23. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus  Nomor 3 Tahun 2016 
tentang  Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193); 

 

  24. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang  
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten 
Kudus Tahun 2016 Nomor 30); 

 

  25. Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2018 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus 
Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 

25); 
 

        MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  :  

PERTAMA : Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2019, sebagaimana 
tercantum dalam lampiran keputusan ini; 
 

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud diktum pertama 
memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai 
sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi 
(sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah 
dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran 

hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya 
pembangunan daerah secara utuh) dan kerangka anggaran 
(rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan 
didanai APBD Perubahan untuk mencapai tujuan pembangunan 
daerah). 

 
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan dan 

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini 
akan diadakan perubahan dan atau pembetulan sebagaimana 

mestinya. 

 
 Ditetapkan di Kudus 
Tanggal 26 Juli 2019 

 

 
 

 
 

Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUDUS, 

 
 
 

 

EKO HARI DJATMIKO 

 



Perubahan Renja Dinas Dukcapil Kab. Kudus Tahun 2019  0 
 

       DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                

KABUPATEN  KUDUS                                                                               

Jl. Sunan Muria No. 9 Kudus Kode Pos 59313                                          
Telp. (0291) 438813 Faks. (0291) 437585                                                           

E-mail: capil.kudus@gmail.com Website: dukcapil.kuduskab.go.id  

 
  PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)                            

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH                                        

DINAS  KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                 
KABUPATEN KUDUS                                                           

TAHUN 2019  



Perubahan Renja Dinas Dukcapil Kab. Kudus Tahun 2019  1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) 

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

 KABUPATEN KUDUS  

TAHUN 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

KABUPATEN  KUDUS 

 

Jl. Sunan Muria No. 9 Kudus Kode Pos 59313 
Telp. (0291) 438813 Faks. (0291) 437585 

E-mail: capil.kudus@gmail.com Website: dukcapil.kuduskab.go.id



Perubahan Renja Dinas Dukcapil Kab. Kudus Tahun 2019  ii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas 

rahmat dan karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana 

Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 

2019. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kudus Tahun 2019 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus dalam menyusun dokumen 

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2019 yang memuat penyesuaian 

program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan 

pendanaan yang belum terakomodir dalam APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 

2019. Penyesuaian tersebut untuk mengalokasikan kegiatan yang bersifat 

prioritas/mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran 

dalam rangka peningkaan kualitas pelayanan publik. Dokumen Perubahan Rencana 

Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 

2019 disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Kudus yang berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 dan 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019.  

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kudus Tahun 2019 disusun sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2019 dilakukan dengan berbasis e-

planning, yang disertai dengan prosesn koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan 

BAPPEDA dan pemangku kepentingan yang lain. Penyusunan Renja Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus. 

Diharapkan dengan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2019, dapat 

mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, 

tepat sasaran dan berkesinambungan di wilayah Kabupaten Kudus. 

 

 

 

Ditetapkan di Kudus 
pada tanggal  26  Juli 2019                       

 
Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN   
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUDUS, 

 
 

 
 

EKO HARI DJATMIKO 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar  Belakang 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

sebagaimana diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 

tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa “Administarsi 

Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban 

dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran 

Penduduk, Pencatatan Sipil, pengeloaan informasi Administrasi 

Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik 

dan pembanguan sektor lain”. Dengan pendaftaran penduduk tersbut 

kita dapat mengetahui keberadaan penduduk dalam berbagai hal 

terutama menyangkut nama, usia dan tempat tinggal. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus 

merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi 

kependudukan tersebut merupakan rangkaian kegiatan penataan dan 

penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran 

penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik 

dan pembangunan sektor lain. 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 telah disusun dan disahkan 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008, 

penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional Tahun 2005-2025 

yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. 

Berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025, serta 

mengakomadasi Visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih disusun 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Kudus Tahun 2018-2023 yang disahkan dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019, RPJMD tersebut dijadikan 

pedoman dan dijabarkan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah 

Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023. 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa 

setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara 

sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap 

perubahan (Pasal 2 ayat (2)), dengan jenjang perencanaan yaitu 

perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun 

perencanaan tahunan. Setiap daerah (kabupaten/kota) harus 

menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 
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Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi 

RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat 

Daerah. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

Adapun keterkaitan antara Rencana Kerja (Renja) Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus terhadap 

dokumen perencanaan yang lain dapat digambarkan dalam bagan alir 

sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan memperhatikan Gambar 1.2 dapat diketahui, bahwa 

pada tingkat perangkat daerah, dokumen RKPD yang telah ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati dijadikan sebagai pedoman dalam 

penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Renja 

Perangkat Daerah setelah disahkan melalui Keputusan Bupati dan 

ditetapkan Kepala Daerah menjadi Renja Perangkat Daerah yang akan 

digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 

Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dengan mengacu pada KUA-PPAS 

yang telah disepakati oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD. RKA 

Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan KUA-PPAS selanjutnya 

digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 

tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

APBD. RAPBD yang telah disetujui Kepala Daerah dan pimpinan DPRD 

kemudian dievaluasi oleh Gubernur, untuk selanjutnya ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah menjadi APBD. 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus 

Tahun 2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kudus 

Nomor 18 Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan Kabupaten 

Gambar 1.1 

Hubungan Rencana Kerja dengan Dokumen Perencanaan  

dan Penganggaran Lainnya 
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Kudus untuk kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2019, yang 

disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD) Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus 

Tahun 2018-2023 dengan mengakomodasi perubahan aturan, dinamika 

kebutuhan masyarakat, peningkatan pelayanan publik dan 

memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 

Nasional serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Provinsi. 

Adapun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2019 telah ditetapkan dengan 

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kudus Nomor 050/014.3/14.00/2018 pada tanggal 28 

September 2018 merupakan dokumen perencanaan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus untuk kurun 

waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2019. 

Sesuai dengan pasal Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan 

perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, seperti : 

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka 

ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran 

pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; 

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun 

anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; 

dan/atau 

c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 

Mendasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan sampai 

dengan Triwulan II Tahun 2019, percepatan pencapaian target 

pembangunan daerah maupun nasional Tahun 2019, peningkatan 

kualitas dan cakupan pelayanan serta antisipasi telah menghasilkan 

sejumlah rekomendasi yang berdampak pada perubahan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah disertai perubahan/pergeseran anggaran untuk 

mewujudkan pencapaian prioritas pembangunan daerah.  

Di samping hal tersebut, perubahan RKPD Tahun 2019 juga 

menyesuaikan dengan prioritas program Bupati Kudus terpilih periode 

2018-2023 yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-

2023. Prioritas pembangunan daerah ke-6 yaitu penguatan pelayanan 

publik dan tata kelola pemerintahan, dimana salah satu sasaran 

pembangunan daerah dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2019  

adalah terwujudnya keadilan bagi masyarakat melalui pengelolaan 

pemerintahan yang baik. 
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1.2  Landasan Hukum  

              Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan 

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten  Kudus Tahun 2019 adalah:  

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah;  

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Keuangan Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Keuangan 

Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 124, Tambahan Lembaran Keuangan Negara Republik 

Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 232, Tambahan Lembaran Keuangan Negara Republik 

Indonesia Nomor 5475); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 

4700);  

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

18.  Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 310); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah 

sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum 

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); 
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21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1312); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang 

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus  Nomor 3 Tahun 2007 tentang  

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus 

Tahun 2005 -  2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 

2008 Nomor 11); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 16); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus  Nomor 3 Tahun 2016 tentang  

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Kudus Nomor 218); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2018 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus 

Tahun  Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 

2018 Nomor 9); 

30. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang  

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 

Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten 

Kudus Tahun 2016 Nomor 30); 

31. Peraturan Bupati Kudus Nomor 44 Tahun 2017 tentang Uraian 

Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan 

Pengawas Pada Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah 

Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 44); 
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32. Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 (Berita 

Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 18); 

33. Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2018 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 

(Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 25); 

 

1.3  Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 

2019 adalah sebagai bahan pedoman dalam penyusunan Kebijakan 

Umum Angggaran Perubahan dan Prioritas dan Plafond Anggaran 

Sementara Perubahan serta Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun 

Anggaran 2019. 

Tujuan dari perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2019 

adalah : 

1. Sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat, 

provinsi dan daerah serta program kegiatan Renstra Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 

2018-2023, yang belum terakomodir dalam APBD Kabupaten 

Kudus Tahun Anggaran 2019; 

2. Mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat 

prioritas/mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami 

pergeseran anggaran dalam rangka peningkatan kualitas 

pelayanan publik. 

 

1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat 

Daerah Tahun 2019 

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2019 disusun berdasarkan 

hasil evaluasi pelaksanaan hingga triwulan II tahun berjalan yang 

menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan, yaitu: 

1. Ketidaksesuaian dengan asumsi pelayanan dan kerangka 

pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana 

program dan kegiatan prioritas daerah, yang membawa 

konsekuensi perubahan uraian belanja, pergeseran 

anggaran/program di OPD, peghapusan kegiatan, 

penambahan/pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan; 

2. Dalam rangka menjaga keberlangsungan pelayanan publik 

khususnya pelayanan administrasi kependudukan diperlukan 

adanya sumber daya sarana dan prasarana operasional 

pelayanan administrasi kependudukan.  

 



Perubahan Renja Dinas Dukcapil Kab. Kudus Tahun 2019  8 
 

Sampai dengan bulan Juni 2019, pelayanan pencetakan Kartu 

Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) telah terhenti karena ketersediaan 

tinta ribbon colour untuk mencetak KTP-El telah habis. Oleh karena itu 

perlu disediakan lagi anggaran untuk pengadaan tinta ribbon colour 

untuk menjaga keberlangsungan pelayanan pencetakan KTP dengan 

target cetak 51.000 lembar.  

Dibutuhkan penambahan blangko pendaftaran penduduk (Kartu 

Identitas Anak/KIA sejumlah 20.000 lembar, Kartu Keluarga/KK 

sejumlah 24.000 lembar) untuk pelayanan pendaftaran penduduk 

mencetak dokumen pendaftaran penduduk KIA dan KK. 

Dibutuhkan penambahan blangko pencatatan sipil (register, 

kutipan, tanda bukti pengambilan akte) untuk pelayanan pencatatan 

sipil. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

  Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan 

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Kudus Tahun 2019, serta susunan garis besar isi dokumen dan 

disusun menurut sistematika sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud 

dan tujuan, dasar pertimbangan perubahan, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DARAH 

TAHUN 2019 

Berisi penjelasan tentang evaluasi pelaksanaan Renja  

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Kudus hingga triwulan II tahun 2019, yang dilakukan 

analisa per urusan yang disertai uraian faktor 

penghambat dan rencana tindak lanjut. 

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN 

RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 

Berisi tentang usulan dan revisi kegiatan perubahan yang 

disertai penjelasan Renja Perangkat Daerah awal berupa 

pagu awal dengan rincian sumber dana, dan setelah 

dirubah pagu menjadi naik/turun pagunya, disertai 

kondisi sumber dana dan dilengkapi analisa. 

BAB IV PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran atau hal penting yang perlu 

mendapat perhatian penting dalam Perubahan  Renja 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Kudus Tahun 2019. 
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BAB II 

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 

  

 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyebutkan 

bahwa setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam 

pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2019 harus dilakukan 

evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2019 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu 

kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana 

program & kegiatan, serta hasil rencana program & kegiatan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa apabila berdasarkan hasil 

evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya 

ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka Renja Perangkat 

Daerah dapat dilakukan perubahan. 

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2019, memperhatikan 

beberapa hal sebagai berikut : 

1. Masalah yang dihadapi dan sumber dana yang akan digunakan 

serta pengalokasiannya; 

2. Tujuan yang dikehendaki; 

3. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya; 

4. Kebijakan – kebijakan dalam pelaksanaannya; 

5. Hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2019 sampai dengan 

triwulan II sebagai bahan dalam penyusunan perubahan 

perencanaan Tahun 2019; 

6. Memperhatikan berkelanjutan (sustainable development) untuk 

menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan; 
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Tabel 2.1 

Irisan Kegiatan di Renja-RKPD dan APBD Tahun 2019 

 

No. Jumlah 

Kegiatan 

Keg. 

Ada di 
Renja-

RKPD, 
ada di 

APBD 

Keg. Ada di Renja-RKPD, tidak ada 

di APBD 

Keg. Tidak Ada di 

Renja-RKPD, ada di 
APBD 

Ket. 

Renja-
RKPD 

APBD Jumlah Nama Kegiatan Jumlah Nama 
Kegiatan 

1. 12 9 9 3 1. Sosialisasi, pelayanan 

dan penerbitan 

dokumen pendaftaran 

penduduk (DAK Non 

Fisik) 

2. Sosialisasi, pelayanan 

dan penerbitan 

dokumen pencatatan 

sipil (DAK Non Fisik) 

3. Pengelolaan sistem 

informasi administrasi 

kependudukan/SIAK 

(DAK Non Fisik) 

0 - - 

 

Kegiatan yang ada di Renja-RKPD  tetapi tidak ada di APBD 

sejumlah 3 kegiatan sebagaimana tersebut di atas adalah kegiatan yang 

bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Administrasi 

Kependudukan yang terlambat regulasinya. 

Secara umum evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2019 

berdasarkan realisasi capaian kegiatan sampai dengan triwulan II 

diuraikan sebagai berikut : 
Tabel 2.2 

Evaluasi Hasil Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2019 
 

No. Nama 
OPD 

Rata-rata 
capaian 

kinerja 
program 

prioritas 
Renja (%) 

Predikat 
capaian 

kinerja 
program 

prioritas 
Renja 

Rata-rata 
realisasi 

anggaran 
program 

prioritas 
Renja (%) 

Predikat 
realisasi 

anggaran 
program 

prioritas 
Renja 

Pesimis 
Terhadap 

Pelaksanaan 
Kegiatan 

Optimisme 
terhadap 

Pelaksanaan 
Kegiatan 

1. Dinas 
Dukcapil 

Kab. 
Kudus 

51.39 Sangat 
Tinggi 

33.67 Sedang Masih dalam 
proses 

pengadaan 
barang/jasa 

sehingga 
capaian fisik 

kegiatan 
belum 

maksimal 

 Adanya 

percepatan 
pelaksanaan 

pngadaan 
barang/jasa, 

peningkatan 
kualitas 

pelayanan 
administrasi 

kependudukan 

 Optimalisasi 

pelaksanaan 
kegiatan 

dilakukan 
perubahan Renja 

terkait 
penambahan 

kegiatan DAK 
Nonfisik 

Adminduk dan 
efisiensi 

anggaran belanja 
kegiatan 
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Untuk mengetahui pelaksanaan Renja dan tingkat kemajuan 

pelaksanaan APBD secara rinci terlihat pada tabel evaluasi hasil Renja 

SKPD (Tabel 2.3). Dari tabel tersebut dapat dilihat perkembangan 

keuangan dan fisik dari masing-masing kegiatan hingga pada triwulan 

II. Secara umum, penyerapan anggaran administrasi umum lancar 

sesuai jadwal. Sedangkan untuk kegiatan, seringkali penyerapan 

anggaran di triwulan III sehingga berdampak pada tingkat capaian 

kinerja dan keuangan yang lamban.  

 

2.2 Faktor–Faktor Penyebab Capaian Kinerja Rendah  

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan APBD antara lain 

realisasi kinerja yang meliputi kinerja penyerapan keuangan dan kinerja 

fisik yang kurang baik antara lain : 

1. Ketidaksesuaian antara realisasi capaian kinerja dengan target 

yang ditetapkan. 

2. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang 

direncanakan. 

3. Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa baik melalui 

tender maupun non tender. 

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan, 

maka pada Tahun Anggaran 2019 terdapat beberapa kegiatan yang 

dirasionalisasi dan dilakukan pergeseran anggaran. 
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Tabel 2.3 

Laporan Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2019 
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